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PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Kesepakatan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun
1948, yang dikenal dengan Universal Declaration of Human Rights
(UDHR), dengan salah satu rumusannya adalah bahwa setiap manusia
dilahirkan merdeka dan sama dalam martabat dan hak-haknya. Berdasarkan
Kesepakatan PBB tersebut, anak dijamin- hak-haknya untuk hidup dan
berkembang sesuai dengan kemampuan dan harus dilindungi. Perlindungan
terhadap hak anak oleh dunia internasional tertuang dalam (1) 1959 UN
General Assembly Declaration on the Rights of the Child; (2) 1966
International Covenant on Civil and Rights of the Child; (3) 1966
International Covenant on Economic, Social & Cultural Right; (4) 1989 UN
Convention on the Rights of the Child.*

Konvensi Hak-Hak Anak adalah instrumen hukum dan HAM
yang paling komprehensif untuk mempromosikan dan melindungi hak-hak
anak.? Indonesia adalah salah satu negara yang telah meratifikasi Konvensi
Hak-Hak Anak (KHA) pada tahun 1990 yang telah disetujui oleh Majelis

Umum PBB vyang telah disetujui oleh Majelis Umum PBB pada 20
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No.2, 2012, hal.172
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November 1989.2 Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the
Child) yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan
Predisen Nomor 37 Tahun 1990, kemudian dituangkan dalam Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang
kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak,
yaitu non diskriminasi kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup
yang menghargai dan tumbuh berkembang. Hadirnya perangkat peraturan
tersebut telah merumuskan perlindungan terhadap hak-hak anak, namun
dalam kenyataannya masih belum mendapatkan perlakuan yang sangat
bermanfaat untuk kepentingan yang terbaik untuk kepentingan anak.*
Dalam Pasal 1 angka 2 UndangUndang Rl Nomor 35 Tahun
2014 tentang Perlindungan Anak dirumuskan bahwa “Perlindungan Anak
adalah segala kegiatan untuk menjamin anak dan hak-haknya agar dapat
hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan
harkat dan martabat kemanusian serta mendapat perlindungan dari
kekerasan dan diskriminasi“. Anak termasuk kelompok yang rentan
terhadap terjadinya suatu tindak pidana yang berhadapan dengan hukum,

baik sebagai pelaku tindak pidana, maupun sebagai korban tindak pidana

3 Hardianto Djanggih, “Konsepsi Perlindungan Hukum Bagi Anak sebagai Korban
Kejahatan Siber Melalui Pendekatan Penal dan Non Penal”, Jurnal Mimbar Hukum, Vol.30,
No.2, Juni 2018, hal.317

4 Yul Ernis, “Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak
Pidana Anak Di Indonesia”, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol.10, No.2, Juli 2016, 163-174.



serta anak yang menjadi saksi tindak pidana, sebagaimana dirumuskan
dalam Pasal 1 angka 2, 3, 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Anak memiiki hak secara spesifik berbeda dengan hak-hak
orang dewasa, hal ini disebabkan bahwa anak sangat rentan mengalami
kekerasan, perlakuan salah dan eksploitasi.> Berbagai kasus tindak pidana
yang melibatkan anak harus berhadapan dengan hukum merupakan masalah
aktual dan faktual sebagai gejala sosial dan kriminal yang telah
menimbulkan kehawatiran dikalangan orang tua pada khususnya dan
masyarakat pada umumnya serta penegak hukum.®

Bentuk-bentuk kriminal dan tindak pidana yang banyak
dilakukan oleh anak antara lain meliputi pencurian, penyalahgunaan
narkoba, perkelahian, kejahatan pelecehan seksual, pelanggaran lalu lintas,
dan penganiayaan sampal pada kasus pembunuhan serta kejahatan geng
motor (begal) yang pelakunya adalah anak. Fakta lain juga menunjukkan
bahwa anak dalam berbagai kasus harus berhadapan dengan hukum sebagai
korban dari perlakuan kekerasan baik kekerasan fisik, psikis, kekerasan

pelecehan seksual serta kekerasan penelantaran.’
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Sistem Peradilan Pidana Anak yang berlaku sekarang mengacu
pada Undang-Undang-Nomor 11 Tahun 2012, dalam mekanisme prosesnya
tetap harus melalui proses formal layaknya orang dewasa dengan melalui
proses penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian, proses penuntutan oleh
kejaksaan dan persidangan di pengadilan. Proses formal yang panjang inilah
melahirkan beberapa pemikiran baik dari kalangan ilmuan maupun aparat
penegak hukum untuk mencari alternatif penanganan yang terbaik untuk
anak dengan semaksimal mungkin menjauhkan anak dari sistem peradilan
formal. Padahal anak di dalam keadaan apapun harus tetap tumbuh dan
berkembang sebagaimana seharusnya dan bagi anak yang berhadapan
dengan hukum harus mendapat keadilan secara filosofis termasuk
menggeser pendekatan hukum retributif kearah restoratif.®

Menurut Direktur Analisa Peraturan - Perundang-undangan
Bappenas, Diani Sadia Wati, alasan perubahan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Menjadi Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) disebabkan
beberapa hal sebagai berikut: Pertama, kegagalan sistem peradilan pidana
anak untuk menghasilkan keadilan; Kedua, tingkat tindak pidana dan
residivisme anak tidak mengalami penurunan; Ketiga, proses peradilan

gagal memperlakukan anak; keempat, pengadilan lebih banyak

8 Bambang Sukoco, Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta,
2015, Pendekatan Restoratife Justice sebagai Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Cyber dengan
Pelaku Anak, makalah disusun sebagai tugas mata kuliah hukum pidana dan perkembangan
teknologi informasi, hal 16



memanfaatkan pidana perampasan kemerdekaan (pidana penjara) daripada
bentuk sanksi lainnya; dan kelima, pendekatan yang terlalu legalistik.®

Untuk menjaga harkat dan martabat, anak berhak mendapatkan
perlindungan khusus terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan
sebagai konsekuensi Indonesia sebagai negara pihak dalam Konvensi Hak
Hak anak (Convention on the Rights of the Child) yang mengatur prinsip
perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk
memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan
hukum.

Diversi di dalam Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 11
tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak merupakan proses penyelesaian
perkara anak yang berhadapan dengan hukum, dari proses peradilan pidana
ke proses diluar peradilan pidana, dengan musyawarah yang melibatkan
anak, orang tua anak, pembimbing kemasyarakatan, untuk menghindari
anak dari perampasan kemerdekaan dimaksudkan untuk menjauhkan anak
dari proses peradilan pidana. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia dinilai
belum berpihak kepada anak pelaku kejahatan atau anak yang berhadapan
dengan hukum, produk hukum pidana yang ada saat ini dinilai berakar dari
struktur sosial masyarakat yang ada dalam hal ini produk hukum pidana
tentang anak-anak hanya mengatur korban kejahatan pidana. Sementara

pelaku kejahatan dari kalangan anak-anak nyaris belum mendapatkan

http://www.bappenas.go.id/berita-dansiaran-pers/indonesia-akan-berlakukan-uuno-11-
tahun-2012-tentang-sistem-peradilanpidana-anak/, diakses pada 29 Oktober 2015.



perlakukan hukum secara adil dan rata-rata anak yang terjerat kasus pidana
dijebloskan ke penjara parahnya lagi, banyak penjara yang mencampur
adukkan antara napi dewasa dengan napi anak-anak.®

Selama proses pemeriksaan, anak yang sedang berkonflik
dengan hukum dipaksa mengikuti prosedur yang lazim diikuti oleh orang
dewasa. Situasi ini memungkinkan anak berada dalam keterpaksaan dimana
ia harus melalui proses pemeriksaan yang telah menjadi kebiasaan dari
oknum kepolisian dalam melakukan penyidikan maupun penyelidikan
dalam menangani kasus pidana.

Alasan pemenjaraan, para hakim lebih sering menggunakan
kebijakan yudisial dan diskresi, ketimbang pertimbangan sosiologis, tidak
hanya itu banyak hakim yang mengabaikan penelitian masyarakat, Padahal
tak sedikit struktur masyarakat di Indonesia yang mengalami patologi sosial
dan majelis hakim yang mengabaikan penelitian masyarakat dari BAPAS.!

Anak yang masih di bawah umur masih memiliki sifat yang labil
dan mudah tidak terkontrol oleh keadaan dari dalam diri sendiri dan
lingkungan sekitar, Dalam kasus faktanya di masyarakat anak yang
berhadapan dengan hukum masih kurang memiliki kemampuan
pengendalian diri terhadap pengaruh lingkungan pergaulan di luar rumah

yang sifatnya negatif, kurangnya pengawasan kedua orang tua sehingga

10 Gatot Supramono, 2007, Hukum Acara Pengadilan Anak, Jakarta: Djambatan, hal 1.

11 Solopos.com, 2016, Jum’at 20 Mei 2016, pukul 05.00 WIB : 90% anak berhadapan
hukum berakhir di penjara,dalamhttp://www.solopos.com/2016/05/20/90-anak-berhadapan-
hukumberakhir-di-penjara-721069



terpengaruh oleh temen di lingkungan sekitar, dalam melakukan tindakan
masih tergolong labil.!? Ketidak percayaan kepada penjara atau pembinaan
terhadap anak tidak efektif, penulis menyimpulkan bahwa anak yang
berhadapan hukum perlu adanya dilakukan dengan diversi di semua tingkat
agar anak tersebut yang masih memiliki masa depan yang panjang dan
masih perlu bimbingan kedua orang tua, apabila tidak dilakukan diversi
maka banyak anak yang masuk ke penjara atau pembinaan dan hak-hak
anak yang di jamin undang-undang tentang perlindungan anak banyak yang
tidak terpenuhi, sehingga akan menyebabkan anak secara sikis terganggu
dan menjadikan anak menjadi bodoh dan mudah dijajah oleh orang lain dan
akan berpengaruh besar terhadap pertumbuhan anak ketika dewasa bisa jadi
anak tersebut ketika dewasa menjadi pelaku residivis.

Berbagai penjelasan yang ada menunjukan bahwasannya hukum
telah bertentangan dengan tujuan awalnya. Terkait dengan tujuan hukum,
Sri Endah menyatakan bahwa:*®

Sekiranya yang dicita-citakan oleh hukum nasional adalah

sistem hukum Pancasila, maka sepatutnyalah dikaji dan

dikembangkan hukum yang mengandung nilai-nilai Pancasila
artinya hukum yang berorientasi pada nilai Ketuhanan Yang

Maha Esa, hukum yang berorientasi pada nilai Kemanusiaan

Yang Adil Dan Beradab, hukum yang berlandaskan pada nilai

Persatuan, dan hukum yang dijiwai oleh nilai Kerakyatan Yang

Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam

Permusyawaratan/Perwakilan dan nilai Keadilan Sosial Bagi
Seluruh Rakyat Indonesia.

12'M Ghufran H. Kordi K, 2015, Durhaka Kepada Anak Refleksi Mengenai Hak &
Perlindungan Anak, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, hal 238.

13 Sri Endah Wahyuningsih, Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Islam
Dan Pembaharuan Hukum Indonesia, UNDIP, Semarang, 2013, him. 68.



Dalam konsepnya, perlindungan anak tidak hanya meliputi
perlindungan atas hak-haknya saja tetapi juga berkaitan dengan aspek
pembinaan generasi muda, dengan memperhatikan bahwa anak-anak
bukanlah individualis sebab anak masih sangat tergantung pada orang
dewasa, terutama orang dewasa yang mereka kenal, disamping juga adanya
fakta bahwa anak belum dapat menghidupi dirinya sendiri. Keadaan ini
jelas bertentangan dengan tujuan dari negara hukum dalam konsep hukum
pembangunan. Sehingga pada perkembangannya hukum seharusnya mampu
mewujudkan keadilan bagi anak agar mampu menunjang kehidupan anak
yang terjamin, berkemanafaatan serta berkepastian hukum.**

Konsep negara hukum (nomokrasi), telah menjamin prinsip
kesamaan hak di hadapan hukum (before the law), maka konsep hukum
pembangunan yang mengutamakan keterbukaan (transparansi) sepadan
dengan tawaran pembentukan hukum sebagai konsensus yang melibatkan
ruang publik (public sphere) konsepsi negara hukum yang mengutamakan
demokrasi deliberative.*

Menurut penulis penelitian ini tersebut perlu pembahasan secara

spesifik untuk membahas lebih jauh mengenai “PROSES PENYIDIKAN

14 Nur Cahyanti , Budi Raharjo, dan Sri Endah Wahyuningsih, Sanksi Terhadap Notaris
Yang Melakukan Tindak Pidana Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, Jurnal
Akta, Vol 5 No 1 Maret 2018, him. 91.

15 Sri Endah Wahyuningsih, Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap
Penanggulangan Money Laundering Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia,
Jurnal Pembaharuan Hukum Volume 111 No. 2 Mei - Agustus 2016, him. 47.



TERHADAP PERKARA ANAK MELALUI RESTORATIVE JUSTICE
DI WILAYAH KEPOLISIAN RESOR GROBOGAN”.
B. Rumusan Masalah
Adapun rumusan masalah untuk mengeksplorasi latar belakang
tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penyidikan terhadap perkara tindak pidana anak
melalui restorative justice di Polres Grobogan?

2. Bagaimanakah kendala dan solusi dalam proses penyidikan terhadap
perkara tindak pidana anak melalui restorative justice di Polres
Grobogan?

C. Tujuan Penelitian
Tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan proses penyidikan terhadap perkara tindak
pidana anak melalui restorative justice di Polres Grobogan.

2. Untuk menganalisis kendala dan solusi dalam proses penyidikan
terhadap perkara tindak pidana anak melalui restorative justice di Polres
Grobogan.

D. Manfaat Penelitian
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat

baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut :

1. Secara Teoritis



Hasil penelitian ini diharapkan akan menemukan teori baru dalam
bidang ilmu hukum khususnya tentang efektifitas pelaksanaan diversi
dalam peradilan pidana anak.

2. Secara Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan bagi
pemerintah agar mampu melakukan pembangunan hukum terkait
pelaksanaan diversi dalam peradilan pidana anak.

E. Kerangka Konseptual

1. Proses Penyidikan

Suatu kasus yang berhubungan dengan tindak pidana tentu saja
membutuhkan - informasi atau data yang dianggap valid untuk
menemukan fakta yang dilakukan oleh pihak berwajib. Di dalam kasus-
kasus kejahatan yang ada saat ini banyak pelaku atau tersangka yang
telah melakukan kejahatan melawan hukum atau tindak pidana, disinilah
peran pihak berwajib atau yang terkait untuk menemukan siapa pelaku
atau tersangka dalam satu kasus Yyaitu seperti penyidik kepolisian,
PPNS.

Penyidikan harus dilakukan oleh para penyidik guna mencari
atau mengumpulkan barang bukti agar tercipta keadilan yang seadil-
adilnya Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP
yaitu:

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan

menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk
mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu
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membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna
menemukan tersangkanya.
Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang

terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang
mengandung tindakan- tindakan yang antara satu dengan
yang lain saling berhubungan;

b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut

penyidik;
c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan
perundangundangan.

d. Tujuan penyidikan ialah-mencari dan mengumpulkan bukti,
yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang
terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana
setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada
atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada
tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan
berdasarkan hasil penyelidikan. =~ Pada tindakan penyelidikan,
penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan”
suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana.
Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada
tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Penyidikan bertujuan
membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan
pelakunya.

Pengertian Restorative Justice

Umbreit dalam tulisannya menjelaskan bahwa restorative justice

adalah “Restorative justice is a “victim-centered response to crime that
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allows the victim, the offender, their families, and representatives of
community to address the harm caused by the crime”.%®

Sedangkan menurut Clifford Dorn, seorang sarjana terkemuka
dari gerakan restorative justice, telah mendefinisikan restorative justice
sebagai filosofi keadilan menekankan pentingnya dan keterkaitan
pelaku, korban, masyarakat, dan pemerintah dalam kasus-kasus
kejahatan dan kenakalan remaja.’

3. Pengertian Anak

Ditinjau dari aspek yuridis maka pengertian “anak” di mata
hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum
dewasa (minderjarig/person under age), orang yang di bawah umur/
keadaan di bawah umur (minderjarigheid/inferiority) atau kerap disebut
anak di hawah pengawasan wali (minderjarige ondervoodji).

Berikut ini adalah beberapa pengertian anak menurut peraturan
perundang-undangan yang ada di Indonesia.

a. Menurut Konvensi Hak-hak Anak (KHA) yang diratifikasi melalui
Keppres Nomor 36 Tahun 1990, pengertian anak adalah setiap
manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan aturan
yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa

dicapai lebih awal.

16 Mark Umbreit, Family Group Conferencing: Implications for Crime Victims, The
Center for Restorative Justice, University of Minnesota,
http://www.ojp.usdoj/ovc/publications/infores/restorative_justices/9523-
family_group/family3.html., diunduh pada 12 Mei 2021.

17 Susan C. Hall, Restorative Justice in the Islamic Penal Law. A Cintribution to the
Global System, Duquesne University School of Law Research Paper, No. 2012-11, him. 4.
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Menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM
pengertian anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18
tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam
kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan
atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan
Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas)
tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan
Anak, Pasal 1 butir 1 merumuskan pengertian anak adalah setiap
orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8
(delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan
belum pernah kawin. Batasan ini dipertegas lagi dengan bunyi Pasal
4 ayat (1) yaitu batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke
sidang adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum
mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan pasal 50 ayat (1),
batasan untuk disebut anak adalah belum mencapai umur 18
(delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan
perkawinan.

Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab

UndangUndang Hukum Acara Pidana, batasan umur anak di sidang
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pengadilan yang boleh diperiksa tanpa sumpah dipergunakan
batasan umur di bawah 15 (lima belas) tahun dan belum pernah
kawin (Pasal 171 KUHAP dan penjelasannya) dan dalam hal-hal
tertentu hakim ‘“dapat” menentukan anak yang belum mencapai
umur 17 (tujuh belas) tahun tidak diperkenankan menghadiri sidang
(Pasal 153 ayat (5) KUHAP dan penjelasannya).

Menurut Hukum Adat dan Yurisprudensi Mahkamah Agung
Republik Indonesia, dalam Hukum- Adat Indonesia maka batasan
umur untuk disebut anak bersifat pluralistis. Dalam artian kriteria
untuk menyebut bahwa seseorang tidak lagi disebut anak dan telah
dewasa beraneka ragam istilahnya. Misalnya: telah “kuat gawe”,
“akil baliq”, “menek bajang”, dan lain secbagainya. Sedangkan
menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R! yang berorientasi
kepada hukum adat di Bali menyebutkan batasan umur anak adalah
di bawah umur 15 (lima belas) tahun seperti Putusan Mahkamah
Agung RI Nomor: 53 K/Sip/1952 tanggal 1 Juni 1955.

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 45 KUHP
batasan anak adalah orang yang berumur di bawah 16 (enam belas)
tahun. Terhadap hal ini baik secara teoritik dan praktik maka apabila
anak melakukan tindak pidana hakim dapat menentukan anak
tersebut dikembalikan kepada orang tua, wali atau pemeliharanya
tanpa penjatuhan pidana, diserahkan kepada pemerintah tanpa

pidana sebagai Anak Negara atau juga dapat dikenai pidana.
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4. Pengertian Tindak Pidana Anak

Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses
penyelesaian perkara anak yang berhadapan hukum mulai tahap
penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani
proses pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, non
diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap
anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional,
perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan
penghindaran balasan (vide Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 Undang-
Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak).

Dalam sistem peradilan pidana anak bahwa terhadap anak adalah
anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban dan
anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana. Anak yang berkonflik
dengan hukum adalah anak yang yang telah berumur 12 tahun tetapi
belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana; Anak
yang menjadi korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan
belas tahun) yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau
kerugian ekonomi yang disebabkan tindak pidana; Anak yang menjadi
saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang
dapat memberikan keterangan guna kepentingan proses hukum mulai
tingkat penyidikan, penuntutan dan sidang pengadilan tentang suatu

perkara pidana yang didengar, dilihat dan atau dialami.
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Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap
berumur 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak
melampaui batas umur 18 tahun tetapi belum mencapai umur 21 tahun
anak tetap diajukan ke sidang anak (Pasal 20 Undang-Undang RI
Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

F. Kerangka Teoritik
1)  Teori Penegakan Hukum Pidana

Teori ini terbangun dari keinginan untuk menciptakan

keseimbangan antara unsur pembalasan dengan tujuan memperbaiki
pelaku Kkejahatan.Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana itu
selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk
melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini
menggunakan kedua teori tersebut di atas (teori absolut dan teori
relatif) sebagai dasar pemidanaan, dengan pertimbangan bahwa kedua
teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan yaitu:

1) Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan
karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan
bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak
harus negara yang melaksanakan;

2) Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan

karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukum berat,

18 Koeswadji, Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan
Hukum Pidana, Cetakan I, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1995, hal. 11-12.
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kepuasan ~masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk

memperbaiki masyarakat, dan mencegah kejahatan dengan

menakut-nakuti sulit dilaksanakan.

Teori integratif dapat dibagi menjadi tiga golongan yaitu:

1)  Teori integratif yang menitikberatkan pembalasan, akan tetapi
tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup
untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat;

2) Teori integratif yang menitikberatkan pada pertahanan tata
tertib masyarakat, tetapi tidak boleh lebih berat dari suatu
penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan
yang dilakukan oleh narapidana;

3)  Teori integratif yang menganggap harus ada keseimbangan
antara kedua hal di atas.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya pidana
adalah merupakan perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan
terhadap perbuatan melanggar hukum. Selain itu Roeslan Saleh juga
mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa
pidana diharapkan sebagai sesuatu yang akan membawa kerukunan
dan pidana adalah suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang
dapat diterima kembali dalam masyarakat.*®Dalam konteks itulah

Muladi mengajukan kombinasi tujuan pemidanaan yang dianggap

1% Muladi dan Barda Nawawi, Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 1992,
hal. 22.
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cocok dengan pendekatan-pendekatan sosiologis, ideologis, dan
yuridis filosofis dengan dilandasi oleh asumsi dasar bahwa tindak
pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan
keserasian dalam kehidupan masyarakat, yang mengakibatkan
kerusakan individual ataupun masyarakat. Dengan demikian maka
tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual
dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Perangkat tujuan
pemidanaan tersebut adalah: 1) pencegahan (umum dan khusus), 2)
perlindungan masyarakat, 3) memelihara solidaritas masyarakat, 4)
pengimbalan/pengimbangan.?°

Sementara Itu berkaiatn dengan pemidanaan, Barda Nawawi
menyampaiakan bahwa pemidanaan haruslah. menjurus pada dua
sasaran yaitu:
a) Perlindungan masyarakat;
b) Perlindungan dan pembinaan terhadap individu pelaku pidana

serta korban.

Sehingga pemidanaan sudah seharusnya mampu melihat
kepentingan masyarakat yang kemudian diakomodir dengan azas
legalitas dan kepentingan individu yang kemudian diakomodir dengan

azas culpabilitas atau azas kesalahan. Sehingga dalam hal pemidanaan

20 Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, UNDIP, Semarang, 1995, hal. 61.
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perlu ditinjau kembali perihal tindak pidana dan pertanggungjawaban
pidana.?
2)  Teori Keberlakuan Hukum di Masyarakat

Teori ini menyatakan bahwa tindakan apa pun yang akan
diambil oleh pemegang peran, lembaga-lembaga pelaksana maupun
pembuat undang-undang selalu berada dalam lingkup kompleksitas
kekuatan-kekuatan sosial, budaya, ekonomi dan politik dan lain
sebagainya. Seluruh kekuatan-kekuatan sosial selalu ikut bekerja
dalam setiap upaya untuk memfungsikan peraturan-peraturan yang
berlaku, menerapkan sanksi-sanksinya, dan dalam seluruh aktivitas
lembaga-lembaga pelaksanaannya. Akhirnya peran yang dijalankan
oleh lembaga dan pranata hukum itu merupakan hasil dari bekerjanya
berbagai macam faktor.? Adanya pengaruh kekuatan-kekuatan sosial
dalam. ~ bekerjanya  hukum _ini, secara jelas Seidman

menggambarkannya berikut ini:>

21 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti,
Bandung, 2005, him. 88.

22William J. Chambliss dan Robert B. Seidman dalam Esmi Warassih, Pranata Hukum
Sebuah Telaah Sosiologis, UNDIP Press, Semarang, 2011, him. 10.

B1bid., him. 11.
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Bekerjanya Kekuatan-Kekuatan Personal Dan Sosial
G. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
jenis penelitian hukum deskriptif analitis. Penelitian hukum deskriptif
analitis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan
atau memberi gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data atau
sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan
analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.?*

Penelitian deskriptif terbatas pada usaha mengungkapkan
suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya

sehingga bersifat sekedar untuk mengungkapkan fakta (fact finding).

24 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Alfabeta, Bandung,
2009, him. 29.
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Hasil penelitian ditekankan pada memberikan gambaran secara
obyektif tentang keadaan sebenarnya dari obyek yang diselidiki.?®

Penelitian mengenai efektifitas pelaksanaan diversi dalam
peradilan pidana anak dilakukan dengan menggunakan deskriptif
analitis karena dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai data
yang terkait dengan penelitian, kemudian data tersebut disajikan secara
deskriptif (pemaparan) dan dianalisa sesuai dengan hukum yang terkait
dan teori-teori yang terkait.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian tesis ini adalah
menggunakan  metode pendekatan  yuridis - sosiologis. Metode
pendekatan yuridis sosiologis merupakan salah satu jenis penelitian
hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam
masyarakat. Penelitian hukum sosiologis atau empiris ini menjelaskan
bahwa penelitian hukum tersebut dilakukan dengan cara meneliti data
primer.?

Penelitian sosiologi hukum hanya menempatkan hukum
sebagai gejala social. Dalam hal demikian, hukum dipandang dari segi
luarnya saja. Oleh karena itu, di dalam penelitian sosio legal hukum

selalu dikaitkan dengan masalah social. Penelitian-penelitian demikian

% Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, Gadjah Mada University Press,
Yogyakarta, 1993, him. 31.

% Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan
Singkat, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, him. 14.
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merupakan penelitian yang menitikberatkan pada perilaku individu
atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum.?’
3. Jenis dan Sumber Data
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari
data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut :

a. Data primer ialah data yang diperoleh secara langsung dari
lapangan dan dilakukan langsung di dalam masyarakat. Penelitian
ini dilakukan dengan studi lapangan di Polres Grobogan dan di
masyarakat secara langsung.

b. Data sekunder ialah data yang diperoleh dari hasil penelaahan
kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literature atau
bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi
penelitian.?® Data sekunder dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut :

1) Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang
mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam
penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yaitu
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang

Sistem Peradilan Pidana anak, Kitab Undang-Undang Hukum

27 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2009, him. 87.
28 Mukti Fajar N.D. dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan
Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, him. 34.
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Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP).
2) Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang
dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.
Bahan hukum sekunder tersebut adalah pendapat ahli hukum,
hasil penelitian hukum, hasil ilmiah dari kalangan hukum,
buku-buku mengenai hukum pidana dan buku-buku yang
terkait pembahasan penelitian ini.
3) Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang
memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum
primer dan sekunder. Bahan hukum tersier tersebut adalah
media internet dengan menyebut nama situsnya.
4. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan
dengan cara sebagai berikut :
a. Studi Pustaka
Studi pustaka merupakan pengumpulan data dengan cara
menggunakan dan mempelajari dokumentasi atau dokumen yang
berupa arsip-arsip catatan, maupun table, tempat yang dijadikan
penelitian, dimana dengan dokumen yang ada akan memberikan

gambaran yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.
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b. Observasi Lapangan

Observasi merupakan pengamatan yang mencakup
seluruh konteks social alamiah dari perilaku manusia yang nyata.
Menangkap gejala atau peristiwa yang penting, yang
mempengaruhi hubungan sosial antara orang-orang yang diamati
perilakunya dan menentukan apakah yang disebut sebagai
kenyataan dari sudut pandangan hidup atau falsafat hidup dari
pihak-pihak yang diamati, serta mengidentifikasikan keteraturan
perilaku atau pola-polanya.

Wawancara

Wawancara adalah melakukan tanya jawab secara
langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber untuk
mendapat informasi.?®> Wawancara merupakan salah satu teknik
yang sering digunakan dalam penelitian hukum empiris, sebab
tanpa wawancara peneliti akan kehilangan informasi yang hanya
diperoleh dengan jalan bertanya secara langsung oleh responden

atau narasumber.

5. Teknik Analisis Data
Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dipilih
dan disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis dan
2 |bid., him. 161.
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dipaparkan dengan menggunakan metode analisis kualitatif.>® Logika
berpikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah logika berpikir
deduktif, di mana penelitian ini  berangkat dari hal
(kaidah/norma/teori/aturan hukum) yang bersifat umum kepada hal-
hal yang bersifat khusus (particular). Prinsip dasarnya adalah:3

segala yang dipandang benar pada semua peristiwa dalam satu
kelas/jenis, berlaku pula sebagai hal yang benar pada semua
peristiwa yang terjadi pada hal yang khusus, asal hal yang
khusus ini benar-benar merupakan bagian/unsur dari hal yang
umum itu”.

Penelitian ini ditulis dengan menggunakan logika berpikir
deduktif yang selalu menempatkan kaidah hukum dalam berbagai
peraturan perundangan, prinsip-prinsip hukum, serta ajaran dan
doktrin hukum sebagai premis mayor (umum), dan fakta hukum atau
peristiwa hukum sebagai premis minor (khusus).>?

Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara
kualitatif dengan menjalankan prosedur berikut, yaitu: a) Membuat
catatan-catatan dari hasil pengumpulan data, melakukan coding, agar
sumber datanya tetap dapat ditelusuri. b) Mengumpulkan, membagi
secara rinci, mengklasifikasikan data sesuai dengan permasalahan
penelitian, menafsirkan, mencari makna, dan menemukan pola

beserta hubungan-hubungan antara masing-masing kategori data

30Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan
Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, him. 183.

31Spetriono dan SRDm Rita Hanafie, Filsafat IImu dan Metodologi Penelitian, ANDI,
Yogyakarta, 2007, him. 153.

32Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Op.Cit, him. 122,

25



